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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pilkada serentak 2017 Provib#l Jakarta turut menyelenggarakan pilkada pada 15
Februari 2017Dengan jumlah pendudukang besarnyd0.192.886iwa, KPU DKI Jakarta
menetapkan7.108.589Daftar Remilih Tetap (DPT)yang berhak berpartisipasidi Pilkada
SerentakJakarta Untuk melayani hak pilih jutaan pemilih tersebi?U Jakarta membuka
13.023 Tempat Pemungutan Suara (T¥8)g tesebardi lokasilokasi strategisDalam
kontekspenyelenggaraan pemilu yamgklusif, aksesibel dan non diskriminabPSadalah
salah satu wilayah persoalan yang hindgai dinilai belum sepenuhnyamemberikan
layananaksesibekepada pemilih disabilitas.

Keberpihakan terhadap disabilitasukup banyak ditopang oleh perspektif KRRl yang
sangat memadaiMelalui portal data kepenuian, KPU RI berinovasiempublikasikardata

rinci tentang pemilih disabilitasdi setiap wilayah yang menyelenggarakan pilkatstegori

disabilitas yang diakomodir terdiri dari 5 jeniSuna Daksa, Tundetra, Tuna
Rungu/Wicara, Tuna Grahita dan Disabilitas lainfBada Pilkada Jakarta@erdasarkan
kategorisasi tesebut, KPU DKI Jakartgengidentifikasitotal pemilih disabilitas berjumlah
5.371 pemilih, atau 0,08% dawmlahDPT.

Publikasi data rincpemilih disabilitas ini merupakan langkah maju jika dibandingkan
denganpraktik kepemiluan yang sebelumny@orm Clyang memuat informasi perolehan
suara,saat initelah menampilkan informasgiinci pemilih disabilitasDengan klasifiasidan
publikasi secara khusus, isu disabilitas menjadi lebih mengemuka dandapetkan
perhatian publik yanduas. Ruang data untuk disabilitas ini menjadi pesan yang tegas
kepada jajaran penyelenggagemilu/pilkadadi daerahbahwa layanan bagi disabilitas
adalahsebuahkeniscayaanHal Ini sangatsesuai dengan jargon yang dibawa oldhU R,
GYSEl&Fyéh LISYATAKD

1. DasarHukum

Pasal 281 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang diskriminatif itdyat konstitusi ini adalah jaminan dasar
bahwa penyandangdisabilitastermasuk warga negara yarftarus mendapatkan hak

yang sama dengan warga negara yang non disabitéamasuk hak pililhak dipilihdan

hak untuk menjadi penyelenggara PemiBahkan Pasal 28H Ayatr#njanjikan bahwa

setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan. Sehinggalisabilitasselaku wargayzang menghadapi banydilambatandalam



menjalani aktivitas kesehariannya, dijamin konstitusintuk mendapat perlakukan
khususgunamendapatkan kemudahan dan kesamaan dengan warga negara lain.
Dalam tataran kebijakamfirmasi bagi pemilih disabilitaglak hanya diperkuat oleh UU
No. 1 tahun 2015 juncto UNo. 10 tahun 2016 tentang pemilihakepala daerah, tetapi
semakin diteguhkan dengan UU No. 8 Tahun 28h€ng penyandang disabilitagkPU
RImenangkap pesan regulasi ini dengaengakomodasi pasglasal inklusiflisabilitas

di Peraturan KPU (PKPWalah satunyamelalui PKPU No. 14 Tahun 2016 tentang
pemungutan dan penghitungan suara pilkad&t KPU No. 7 Tahun 2016 tentang alat
bantu peiksa pelaksanaan pemilu akses; dapada Keputusan KPU No.
145/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang desain surat suara dasain alat bantu coblos
(template) bagi pemilih tunanetra padpilkada. Tidak hanya KPU RI, Bawaslu ikut
memperkuataspek pengawasan aksesibilitas pemilu dengan menerbitkan SE Bawaslu
No. 244/11/2015 tentang pengawasan pemilu akses dan layanan bagitpdmedbilitas.

. MOU KPU RI dan PPUA Disabilitas

Sebagai bentuk keseriusan penyelenggara pemilu untuk menjamin pemilu yang akses,
pada tahun 2013 KPU RI bersama PPUA Disabilitas menandatangani kesepakatan
bersama dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam
pemilihan umum.Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU No. 146/DPP PPUA
Penca/lll/2013.MoU ini merupakancapaan yang diraihPPUA Disabilitas setelah 11
tahun &tif mengadvokasi pemilu akses, baik di tataran regulasi, kelembagaan maupun
praktik pemilu.

PPUA Disabilitamerupakan koalisi berbagai organisasi disabilitas tingkat nasional yang
mewakili masyarakatpenyandang disabilitasantara lain: Persatuan Penyandang
Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan
Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), GeraKasejahteraanTuna Rungu Indonesia
(Gerkatin), Federasi Kesejahteraamfyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI), lkatan
Syndroma Down Indonesia (ISDI) 8klain itu, PPUA Disabilitas merupakan mitra dari
organisasi pemilu sepei@ietro,Perludem, JPPR, K|FR.

Visi yang diusung adalah terselenggaranya pemilihan umurg p#eesibel dan non
diskriminatif sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, bebas,
rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politikniéisi PPUA Disabilitas adalah;
adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang i@disatidlam
menyampaikan hak berpolitik untuk merhildan dipilih; serta érwujudnya PEMILU
yang aksebagipenyandang disabilitag§alah satu manifestadari MoU tersebut adalah
dilakukannya pemantauan akifemilu akse®ilkada DKI Jakarta 2017.



B. TUJUANDAN MANFAAT PEMANTAUAN

Tujuan dari pemantauapemilu akses DKI Jakarta adalaftuk meanperoleh gambaran

sejauh manamplementasiPemilu yang aksesibel dan ndiskriminasi bagi pemenuhan

hak politik disailitas pada PilkadaProvinsi DKI Jakartasesuai dengan peraturan
perundangundangan yang telah ada

Hasil Pemantauan ini akan menjadi masukkan kepada KPU dan berbagai stakeholder guna
perbaikan penyelenggaraan PEMILU AKSES pada PILKADA serentak 2018 dan PEMILU
Nasional 2019Sekaligus menjadi ban evaluasi sejauh mana penyelenggara di tingkat
KPPS memahami dengan baé&raturan yang berlakuSemuaini akan menjadibahan
pertimbangan bagi RU Rluntuk menyiapkan strategguna menyukseskarkerjakerja
Bimbingan Teknis (Bimtek) di penyelenggargkat daerah ke depan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Identifikasi Penyandang Disabilitas
Untuk mengidentifikasi seseorang menyandang disabilitas, maka dapat dinilai dari
sekurangkurangnya 3 kategori: 1) Memiliki keterbatasan figikbuh), Intelektual
(kecerdasan)mental(ganguan kejiwaandan/atau sensorikpanca indra)2) Memiliki
hambatan mobilitas danberinteraksi karena faktor lingkungan dan/atau sikap
masyarakat, serta 3) Tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif tanpa lingkungan
yang aksesdanbantuan/pelayanan orang disekitarnya.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Untuk kepentingan teknis kepemiluan, makéPU RI membagi pemilih disabilitas

sebagai berikut:

a. PemilihTunadaksaadalah seseorang yang memildaterbatasan fisikmisalnya:
pengguna kursi rodapenyandangpolio kaki/tangan,seseorang yang pernah
mengidaplepra, orang kegcildll.

PemilihnTunanetra adalah seseorangang tidak dapat melihat
PemilihnTunawicaraadalah seseorangang tidak dapat berbicara
PemilihTunarungy addah seseorangang tidak dapat mendengar

Pemilih Tunagrahita adalah seseorang dengan keterbatasan
intelektual/kecerdasan

f. PemilihDisabilitas Mentaladalah seseorang yang mengalgangguan jiwa
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3. Desain Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Aksesibel
Keterbatasarseseorangakibat darihambatan disabilitasidak lantasmenghalanginya
untuk menjadiseorangpemilih. Keterbatasan ini yangemudian harus dijawab dengan
mendesain pelaksanagremilu (danpilkadg yang aksesibeMaksud dari pemilu yang
aksedbel yaitu:
a. Tahapan, fastas, dan bahasbahan Pilkadanudah dipahamdan digunakan oleh
semua orang, terutama pemilih disabilitas.



b. Pemilih bebas memilih dan kerahaaigpilihan pemilih terjamin.
c. Tidak ada persyaratayang membatasi hak seseoramgtuk memilih, dipilih dan
atau menjadi penyelenggara pemilu

4. Sarana dan Prasarana yang Aksesibel
Masingmasing ragam disabilitas membutuhkan perlakuan dan pendekatan yang
berbeda dalam layanan kepemiluadal ni karenaketerbatasan yangpesifikhanya
dapatdilakukandenganpenyediaan sama dan prasarana yang aksesibsita layanan
ramah disabilitasbagi pemilih disabilitasPenyediaan sarana dan prasarana yang
dimaksud adalakebagai berikut:

5. Penempatan TPS yang mudah dijangkau dan aksesibel

a. Tempatkan T8 dilokasi yang rata, tidak bertanggagga, tidak berbatubatu,
tidak berumput tebal, tidak melompati parit;
Lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda;
Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga;
Tinggi meja kotalsuara 35 cm aganudah dijangkau oleh pengguna kursi roda;
Sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS;
Sediakan formulir C3 /form pendampingan bagi pemilih disahilitas
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6. PehyananRamahDisabilitas
A. Pemilih tuna daksa

{1 Tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan, dakukanlah sesuai petunjuk yang
tersedia;

91 Bagi pengguna kursi roda, untuk melewati tanggul, dapat dibantu dengan
menginjak bagian belakang kursi roda, agar bagian depan kursi roda sedikit
terangkat;

1 Apabila lokasiTPS bertanggngga, untuk menuruni tangga pastikan kursi
roda dalam posisi mundur.

B. Pemilih Tunarungu

1 Pergunakan bahasa isyarat, tulisan, dan tulisan berjalam{ng texj;

1 Tepuk bahunya, Tatap wajahnya, berbicaralangds gerak mulut yang jelas
dan perlahan agar dia dapat membaca gerak biBmda dan tidak perlu
berteriak;

1 Berikan kode atau lambaikan tangan Anda bila saat gilirannya untuk mencoblos
tiba.

C. Pemilih Tunanetra
1 Bagi tuna netra, sediakan informasi pemilu bentuk audio dan huruf braille
1 Sentuh pundak atau tangannya sa@endak memulai pembicaraan;
1 Tawarkan kepadanya apakah ~membutuhkan pendampingan atau
membutuhkan alat bantu coblos



D. Pemilih Tunagrahita:
Biasanya pemilih Tuna Grahita mendapatkan pendampingan dari keluarga atau

guru.

E. Pemilih Disabilitas Mental:
Pada saat pemutakhiran data, semua pemilih disabilitas mehktalsusnya di
rumah sakit jiwa atau panti, harus diita sebagai pemilih terkecuali pemilih yang
mendapat surat keterangan dokter yang menyatakan dia tidak bisa i&utiih.

D. METODEPEMANTAUAN

Objek pemantauanadalah TPSPS yanglisiapkanpada penyelenggaraan Pilkada DKI
Jakarta 2017. Metode yang dipergunakan untuknergukan TPS yang akan dipantau
adalahRandom Samplingyang jumlahnyadisesuaikan dengaketersediaan sumberdaya
pemantau Olehsebabitu, pemantauandilaksanakardi 54 TPS yang tersebar 8iwilayah
Kotamadya Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

1. Jakarta Timur 15 TPS
2. Jakarta Selatan :11 TPS
3. Jakarta Pusat ;13 TPS
4. Jakarta Barat :9TPS
5. Jakarta Utara :6 TPS

Sumberdaya manusia yang dilibatkan untuk memantes54 TPS yang dimaksud
berjumlah 12 pemantau, yang terdiri dari 8 orang disabilitas fisik dan 4 orang disabilitas
netra. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap pemantau dibeé&atandaftar
pertanyaansederhanayangterkait penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta
layanan ramah disabilitas pada penyelenggaraan pilkada Provinsi DKI J&kantzdian
pemantau menjawab instrumen pertanyaan tersebut sesuai dengan lesétamya di
TPSAdapunSusunan pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Nama Pemantau/Disabilitas/No TPS/ Lokasi TPS?

Apakah lokasi TPS aksesibel bagi disabilitas?

Apakah tersedia alat bantu coblos braille bagi tuna netra?

Apakah ad&olom keterangamlisabilitaspada DPT di papan pengumumeR&
Apakah petugas KPPS memberikan pelayanan ramah disabilitas?

aprwdE
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HASIL PEMANTAUAN

A. Daftar Nama Pemantau, Lokasi dan Jumlah TPS

[. Jakarta Timur

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS
1 CaturSigit Kursi Roda 5
2 Kurniawan Fisik 3
3 Rushartomo Fisik 5
4 Ariani S Netra 2
ll. Jakarta Selatan
No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS
1 Mahmud Fasa Fisik 5
2 Yudi Yahya Fisik 5
3 Tati Fisik 1
lll. Jakarta Pusat
No NamaPemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS
1 Leindert Fisik 4
2 Nedi Supriadi Kursi Roda 9
IV. Jakarta Barat
No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS
1 Eka Setiawan Netra 3
2 Mahreta Netra 6
V. Jakarta Utara
No Nama Pemantau RaganDisabilitas Jumlah TPS
1 April Syar Netra 6




B. Apakah Lokasi TPS Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas?

TPSi Pilkada DKI Jakarta 20bélum sepenuhnya aksesibel bagi disabilitas
Aksesibilitas yandimaksud dinilai dari variabel:

A. &lan menujulTPS yag ramah bagi disabilitas

B. Intu masuk ke TPS yaalses

C. Aea TPS yamgkses

D. RRnempatanbilik suaradan meja bilik suara

E. Rletakankotak suarayang aksesibel

Dari seluruh TPS yang dipantau, sebes&BBS dinilai belum akséViasihterdapat sekurang
kurangnya 1 dari 5 variabel akses yainglai belumdipenuhi oleh PS.Sedangkan 4%lainnya
sudahmemenuhi pmsip aksesibilitas secara penuehinggagdisabilitasfisik--pengguna kursi
roda--dapatmenyalurkan hak pilihnya secara mandiri dan tatggiendala

NO AKSESIBILITAS AKSES % TIDAK AKSE] %
1 | TPS Full Akses 24 44% 30 56%
2 | Jalan menuju TPS 47 87% 7 13%
3 | Pintu masuk ke lokasi TP 43 80% 11 20%
4 | Area TPS 52 96% 2 4%
5 | Bilik suara 47 87% 7 13%
6 | Kotak suara 51 94% 3 6%

1. Jalan Menuju TPS yang Tidak Akses

Secara terperinci, tim pemantau mencatat bahteadapat jalan menUJu TPS yang tldak
aksesdi 13% TPS Pintu masukTPS

yangtidak akses bagi pengguna kursi = >
roda ada di 20% TPS;masih _
ditemukannya area TPS yasgmpit
dan menghambat gerak disabilitas d§t
4% TPSterdapat bilik suara yangli
tidak ramah disabilitas di 13% TP3}
serta, posisi kotak suara yang —
penempatannya terlalu tinggi bagit
disabilitasdi 6% TPS.




Kendala umum yandialami oleh disabilitas saat mengakses jalan menuju lokasi TPS disebabkan
adanyahambatan, yaitu:
a. Akses jalan yang menanjdkagi gngguna kursi rodpasti akarmengalamihambatan
saat mendaki tanjakan ke lokasi TRBalagi jika tanjakan ittidak dilengkapi dengan
alat bantu mendaki seperti pegangan besi yang biasanya dipasangairgsi

b. Perbedaan permukaan lantaienuju lokasi yang terlalu ting@ituasi seperti ini sering
terdapat di sekolatsekolah dasamosisi lantaruang kelas yang digunakaabagailPS
tinggiagar tidak menyatu dengan permukaan jalBegitu pula dengan hambatan lain,
misalnya lokasi TPSngharus melewati trotoar, yaningginyaantaral5-20 cm dari
badan jalan, isuasi ini angatmenghambatdisalilitas jika tidak dibantu oleh petugas
KPPS atau warga sekitar.

c. Adanyatonggaktonggakpenghalangmotor. Kasus ini terdpat di TPS 13 Bendungan
Hilir. lalan menujuke lokasi TPS harus melewgiatok besisetinggi 90cmDan idak
tersedia jalur alternatif lain yang dapat digunakan untukmengakseslokasi TPS.
Sehinggapetugas KPPS bersama warga harus usais payahmenggotongpemilih
berkursi roda melewati patok besi

d. Jalan menuju lokasi TR8rdapat parit atau got.Lebar gmbatanyang tersedighanya
dapat dilalui oleh warga nedisabilitas Tampaknyagmbatanmemang sengaja tidak
disediakarkarenadiasumsikartidak ada pemilih pengguna kursi rada



2. Pintu Masuk TPS yang Tidak Akses

Kendala yang dihadapleh disabilitas untuk melewati pintu masukPS pada umumnya
serupa dengan kendalsaat mengaksemlan menuju lokasiP$ yaitu adanygerbedaan
lantai area TPSang lebih tinggi dari permukaan jalangehingga @ngguna kursi roda
harus diangkiaatau dibantu oleh petugas KPB&ar bisa naik ke lantai area TP&@mbatan
lain yang dihadapi di pintu masuk adalah: (kuranlebar pintu yang terlalu sempibagi
pengguna kursi rodatau kurang dari 80 cn{2) pintu yang bertanggtangga,(3) adanya
perbedaan permukaan lantai setinggi 50.cm




3. Area TPS yang Tidak Akses
Saat tiba dilokasi TPS,mp#ih disabilitas masih dihadapkatengan sempitnyarea
TPSsehingggrengguna kursi rodédak dapatbergerak dengan nyamakKPPS perlu
membantu aksesgerakpemilih disabilitasyangpada akhirnya membentuk antrian
Lokasi yang sempjtiga membuat proses pencoblos#bih lamadan membentuk
antrean Lebih disayangkan lagi, terdapat TPS yang safla@nyasempit juga ada
parit yang sangat membahayakan pemilih disabilitas, yaitu di TPS 06 Sumur Batu.
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Lain lagi di TPS 04 Pancoran, lokasi TPSek@n sempit jugalidirikan di atas
struktur tanah yang berbatbatu (krikil). Sshingga pengguna berkursi roda haru
kerjaekstra untuk melalui setiap mekanisme pemilihan di TPS.

4. Penempatan Bilik Suara dan Meja Bilik STadak Akses
Persoalan yandpanyakdihadapi oleh
disabilitas saat mengakses bilik suara®
selama Pilkada DKI Jakarta 2017
adalah posisi bilik suara yang terlal
merapat ke dinding. Banyak TPS ya
tidak bisa dimasuki oleh kursi roda
Catatan dari temuan lapangan
ukuran kerapatannya kurang Hin
sepanjang bahu orang dewasa, ya
tentu tidak dapat dilalui oleh kursi
roda yang membutuhkan ruang
selebar 90 cm.

5. Peletakan Kotak Suargang Tidak
Akses
Dalam halpenempatankotak suara,
terdapat beberapa TPS yan(
memposiskan kotak suara terlalu
tinggi. Bagiorang kecidan pengguna
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kursiroda. entu tidak dapat memasukkan gt suara yang telah dicoblegcara mandiri.
. Apakah Tersedia Alat Bantu Coblos Braille bagi Tunanetra?

Belum semua TPS tersedilat BantuCoblos Braille, atau Templatédasil pantauan tim
pemilu akses, 4 TPS dari 54 TPS tidak menyediakan perlengkapan template untuk
kebutuhan disabilitas netra (tunanetra)PS yang dimaksadialah: TPS 26, TPS 27, TPS 28,
dan TPS 38 yang terdapat di daerah Cempaka Baru Tedgkdfirta PusaAlasan yang
disampaikan olelpetugas KPPS karena di TPS tersebut tidak terdapat tunanetra, sehingga
dirasa tidak perlu melengkapi TPS dengan alat bantu coBlkap ini sangat disayangkan
karena tetap ada potensi kehadiran disabilitas netra di TP®&HhatsBisa saja disabilitas
netra kendati tidak terdaftar di DPT namun hadir di TPS dengan memb#&W# Ei satu

jam terakhir pencoblosarMengingat fenomena pemilih DPTb yang membludak di pilkada,
atau pemilih limpahan dari TP$nagang kehabisan suratigra.

Disisi lain, ketiadaan template braille sangatdiragukan. Kemungkinan diTPS tersebut
tersedia alat bantu coblgdapi tidak semuaanggota KPP8engetahuiketersediaannya
atau memahami fungsi alat tersebuDapat juga didugapemantau yang merupakan
pengguna kursi rodpun tidak sepenuhnya memahami pentingnya keberaddan fungsi
template di TPSIni perlu dipertanyakan kembali kepadalTPSyang dimaksudgar tidak
terulang pada sagtilkada putaran kedu®rovinsi DKI Jakarta.

. ApakahAda Kolom Keterangan Disabilitas pada DPT di Papan Pengumuman TPS?
DPTpada papan pengumuman di setiap TR&ah memuat kolom pemilih disabilitas.

Walaupun dalam praktiknyakolom disabilitas sebagian besar kosdtigak diisi)dan
hanya 4 TPS yang terisi
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